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Permasalahan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia dapat
dilihat pada gambar 1| dari hasil indikator supremasi hukum yang



diterbitkan oleh World Justice Project 2023, di mana skor Indonesia berada
di angka sekitar 0,53 dan menempatkan negara ini pada peringkat ke-68 di
dunin. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun sistem hukum formal telah
menghadapi tantongan signifikan, yang pada gilimnmya memengaruhi

pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Kondisi tersebut
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025,



Berdasarkan data statistik tahun 2024 pada gambar 1.2 yang
bersumber dan Laporan Evaluasi Situasi Komtibmas Poln, peta kriminalitas
di Indonesia menunjukkan dinamika yang perfu diwaspadai, khususnya di
wilayah D.1. Yogyakarta. Jika ditinjau dari segi kuantitas absolut (tabel kiri),
Polda DIY menempati peringkat ke-16 secars nasional dengan jumlah
kejahatan sebanyak |1.659 kasus. Meskipun bukan termasuk wilayah
dengan jumlah kasus tertinggi, pesisi infmenjadi signifikan mengingat D.I.
Yogyaka apakan sa an luas wilayah vang relatif

Kejahatan' Etlﬂﬂl kanan}. Pada indiki
masuk ke dalam 10 besar wilsyah paling

Bam Fob B Bew bl  Soms T

Sumber; jogia viva.co.id, 2026,



Berdasarkan data statistik kriminalitas pada gambar 1.3 di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang tahum 2025, tercatat adanya
peningkatan angka kejahatan yang signifikan. Di mana, kasus penipuan
mendominasi sebagai tindak pidana tertingoi dengan jumlah mencapai 860
kasus. Selain tingginya angka kasus penipuan. grafik gons di sisi kanan juga
memperlihatkan pola eskalasi kriminalitas yang terus menanjak dari awal
tahun (Januari - Agustus). Date ini-menjadi indikator kuat bahwa
masyarakit DIfY .saat _jfi sangat remtan ferhadap kejahatan yang
manumyu!pn “kepercayaan.

Tren eskalasi pelanggaran hukum ini nyatanya tidak hanya terjadi
secara makro di tingkat provinsi, namunjual‘lﬂﬁﬁjhluashmm signifikan

ke lingkup admimistrasi yang lebih m]kmﬁmmn hingga desa.
Sebagai representasi kondisi di lapangan, dita terbarn dari Polres Bantul
yang diunggah dalam laman fogfapolrigo.id (2026) memberitakan
mmgnm evaluasi Opems: Ketupat Progo 2025, mencatat adanya jhm:-pen-
ngﬂm keamanan dan ketertiban masyarakat yang cukup signif-
tkan dibendingkan tahun sebelumnya. Dota mepunjukkon bahwa ongka
Kriminaitas mengalami lonjakan sebesar 35,29% {naik dari | 7 laporan pada
2024 menjadi 23 laporan pada 2025), yang didominasi oleh tindak pidana

; upem pencurian dengan pemberatan (5 kasus), penggelupan (4 kasus), dan
ninyaan ﬂhﬂu}; Selain aspek kmwm_hﬂmh “di jalan raya
jup m-‘hﬂm naiknyn angka kecelakaan Inlu lintas sebesar 10%
mm_]aﬂl 77 kasus dari 70 kasus, serta munculnya 4 insiden kecelakaan laut
yang pada takin MMMMH angka pelanggaran ini
mengindikasikan bahwa képﬂﬁlhan dan kesadaren hukiim masyarakat Ban-
tul masth rentan dan belum optimal meskipun berada di bawah pengawasan

operasi kepolisian vang ketat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkal kesadaran dan
pemahaman hukum masyarakst Indonesia masih belum optimal, khususnya
di wilayah perdesaan vang ada di Yogyakarta. Humaira dkk. (2025) men-
jelaskan bahwa masyarakat desa kerap menghadapi keterbatasan akses



terhadap informasi hukum yang kurang akurat, sulit dipahami, dan sulit di-
jangkau. sehingga meningkotkan kerentanan terhadap permasalahan hukum
seperti sengheta agraria, pelanggaran administratif, dan konflik sosial akibat
ketidoktahuan terhadap prosedur hukum wang berlaku. Kondisi imi
menunjukkan sdanya  kesenjangan  antara  keberadaan  hukum  dan
pemanfaatannya oleh masyamkat, Ahmad Ubbe ( 1988) menjelaskan bahwa
pengetshuan masyarakat terhadap keberndaan aturan hukum merupakan
bentuk kesadaran hukum paling dasar. Namun, tanpa pemahaman terhadap
mwwmw&mmﬂ masyarakat masih
bmdwﬂdﬂ Vimlkat yong resdeh.
n deng;  hal tersebut, Kementerian Hu!-.mn melalul Badan
Pl binasn Tl g Nasiona! (BPHN), memiliki mandat besar untuk mem-
'llmi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) Eﬁ-mhmﬂﬂnﬁmuh,tmuk
Km!ww:la}-'ah Kementerian Hokom D IYn-g}'ﬂknrﬂMFﬂma ke-
' hﬁnhp i tingkat regronal. Nomun, metode konvensional ﬁhmpmﬂimun
I ﬁn:pqﬂman DSH menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Proses
Ww mengandalkan {aporan fisik dan kamq;ungm Iapﬂ.nmterbalxs
ﬂnﬂ‘uf mnghasﬂk:m duta yang tidak real-time, rentan whﬁap bias
subjektivitas, dan sulit diverifikasi akurasinya. Di sisi lam. tuntetan publik
akan trensparansi dan_akuntabilitas kinerja pemerintah semakin menguat
!ﬁﬁlﬁ min penetrasi Hﬁﬂﬂugl ml'um:l.nﬁ, Menurut Prasma dkk. (2025)
Produk hukum Mdﬂlﬂiﬂhﬁm Dm,ima Kepala Desa. dan
hasil musyawarah dess umumnys masih disimpan secara cetak tanpa
pengarsipan digital yang tertata, sehingga menyulitkan akses informasi,
menurunkan l:m.napamns: publik, seria berpotensi menimbulkan
kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan skan pendekatan
yang lebih efisien dengan menghadirkan inovasi berbasis teknologi penting
untuk dilakukan, khususnya di wilayah dengan kondisi administratif dan ge-
ografis yang beragam. Salah satu wilayah vang mencérminkan kompleksitas
ini adalah Dserah Istimewa Yogyakana (DIY), dengan karakteristik




otonomi khosus dan struktur pemerntahan yang unik, menghadapi tan-
tangan spesifik. Wilayah ini terdiri dan ratusan Kalurahan (setingkat desa)
yang tersebar dan pesisir pantai selatan hingga lereng Gunung Merapi. Men-
jongkau setiap tittk ini untuk melakukan penyuluhan dan pemantsuan
hukum secara konsisten adalah gas yang berat jika hanva mengandalkan
sumber daya manusia (Penyuluh Hukum ) tanpa bantuan teknologi. Sejalan
dengan penjelasan Gaol dan Simamora (2025) bahwa penyuluhan dimak-
sudkan untuk menyebar|uaskan pengetahuan hukum don memperkuat pem-
ahoman masynrakal lerbadap norma serin. peraturan. perundang-undangan
yung berlnku, sehingga mampy meningkatkan kunlitas kegitan penyuluhan
hukum dan mendorong terbentuknya budaya hukum yang tertib, patub, dan
sadar nkan hukum.

Merespon dinamika tersebut, Kantor Wilavah Kementerian Hukum
DIY menghadirkan KALANDRA (Kalurahan/Kelumhan Anubhaws Dae-
rah Istimewa Yogyakaria) sebagai plogorm  lavanon hukum digital.
Peluncurman ini, terjadi pada kuron waktu tahun 2023, KALANDRA
diraneang untuk memfsilitns: penyedizan informasi hukum, [ayansn kon-
stiltasi, serta pendamipingan hukum secara terintegrasi oi ungkat Kalu-
rifisn/Kelurahan. Dalam lamon &elandra bemenbngoeic id (2023) Ke-
hadiman KALANDRA menjadi upaya strofegis pemerintah dalam men-
dekatkan layanon hukum kepada masyarakat serts mendorong terbentuknya
leaturahon sadar huokum melshn pendekatan digatal, Visualisas: ampilan
platform RALANDRA dapat dilihat pada’'Gambar 1.4 berikut,

{rambar |4 Websire KALANDRA

Selamat Datong di KALANDRA

Sumber: kalandra bemenkamjogia id, 2023.



Gambar 1. 5 Status Pembentukan Kelurahan/Kalurahan Sadar Hukum di
KabupatenKota DIY
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Sumber: kalamdfra kemenkuniogja. id, 2023,

Pada gembar 1.5 menyajikan data status pembentukan Ke-
lurahan/Kalurahan Sadar Hukum di lima wilayah ksbupaten/kota DIY. yang
menfadi peté jalan strategis bagi pelaksanaan Program Peaysiluhan Hukum
KAL ANDRA ﬂm imi mcmpnrﬁlh:lthﬁ adanyn variasi capaian pem-
' bimaan. mulai dari tnhap Kalurahan Sadar Ht&m:n mmﬁm Binaan
(Binaan). Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), hhm@mmaﬂh
berstatus "Belum Proses” yang secara langsung mencgaskan urgensi ke-
‘hadiran Tim Penyuluh Hukum untuk melakukan inlervansi"ﬁ'lehf};:_im_gﬁsia]-
Isasi dan edukasi yang terukur. Dita tersebut memvalidasi kebutuhan akan
ﬁ:glrw:ke-ginlm dan permohonan nurnsumtméﬁkmh}'mm,ﬂm-
DRA, sebagai upaya peningkatan pemahamian hukum yang di{itinrilnska.n
pada wilayah-wilayah dengan angka capainn yang masih rendah. Sehingga.
Iﬂlﬂ'ﬂh mﬁ BIY dapat bﬂu‘lﬂtﬂ!ﬂmenm masyarakat

Gambar 1. 6 Dokumentasi Konsultasi Hukum

Sumber: kalamdra kemenkanosio fd, 2025,



Pada gambar 1.6 di atas merupakan dokumentasi kegiatan lavanan
konsultasi hukum KALANDRA yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum DIY pada 23 Juni 2025 pukul 11.46 WIB. Kegistan
ini memperlihatkan proses konsultasi hukum secara langsung antara petugas
layanan dan masyarakat sebagsi bagian den insplementasi layanan
KALANDRA yang tidak hanya berbasis digitul, tetapi juga hadir secara
nyata melaluni pelavanan tatap muka. Berdasarkan informasi pada laman
resmi KALANDRA, lavandn konsultasi huktm ini diberikan secara terbuka
dan tanpa dipungut biayn sebagni bentuk komitmen pemerintah dalam
memberikan akses keadilan yang inklusif. Interaksi yang terlihat dalam
dokumentasi tersebul mencerminkan pendekatan pelayansn yang humanis,
komunikatif, dan profesional. sekaligus menjadi bukti bahwa KALANDREA
berfimngsi sebagal sarana pendampingan huku resmi pegara yang dapat
diakses oleh masyorakit secuorn mudah dan aman

Gambar 1. 7 Fitur Konsultasi Hukum Gnfine

Sumber: kafandra kenseniianiogiaid, 2023,

Gambar ini adalah fitur Konsultasi Hukum Onfine sebagai inovasi
layanan KALANDRA vang menjembatani keterbatasan akses fisik. mena-
warkan solusi altemnatif bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke
kantor Kemenkum karena kendala jarak atau waktw Fitur ini memfasilitasi
konsultas: privat, gratis, dan responsif dengan ahli bukum berpengalaman,
memastikan bahwa bantuan hukum kini dapat diakses secara dipital, kapan
sija dan di mana saja. tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun ja-

minan privasi masyarakat.



Gambar 1. 8 Dokumentasi Penyuluhan Hukum di Kalurahan Plumbon

Sumber: kalindre Eemenbimdogia id, 2025,

Pada gambar 1.8 mempakon dokumentasi Kegiatan Penyuluhan
Hukum yang diselenggarakan pada Senin. 03 November 2025, pukul 069,00
1130 WIB, berternpat di Kalurahan Plumbon, yang dignisiasi oleh Yayasan
Pusat Bantuan Hokum (YPBH) Nyi Ageng Sening. Kegiatan ini dihadin
oleh masyarakat setempat don sparatur desa dalom munm fiorum edukan f
ving berlangsung secara tatap muka di balai kalurahan Dokumentasi lerse-
bul menunjukkan proses penyampaizn materi hukum sccam langsung
kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran hukom di tingkat
desa, sekalipus mencerminkan pendekaton edukalif dan partisipatif dalam
program pembinaan hukum viang dilaksanokon sﬁmnbﬂr]telnnj.uhn.

Pendekatan penyvuluhan tersebut tidak hanya berhenti pada
pemberinn edukasi, letapi juga terintegrasi dengan mekanisme layanan
bantuan hukurn yang lebih operasional di tingkat desa. Dalam laman kalan-
dro kemenkumjogfoedd  (2026)  keberadaan  Pos  Bantvan  Huokum
{POSBANKUM) menjadi tindak lanjut konkret dan kegiatan penyuluhan
yang telah dilakukan. POSBANKUM merupakan unit Jayanan bantuan
hukum yang ditempatkan di tingkat desa stau kelurzhan sebagni samna
akses awal masyarakal terhadap layanan hukum. POSBANKUM berfungsi
sehbagnai titik Kontak pertama (first fine service) bagl masyaraknl yang
membutuhkan konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi. hingga rajukan

ke advokal jika permasalahan hukum berlanjut ke proses litigasi.



Gambar 1. 9 Penyebaran Organisasi Bantuan Hukum di DIY

sesual standar bantuan

1, tampilan data OBH ini
memudahkan penerima bantvan hukum untuk memenuhi hak dan
kewajibannya dalam proses pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan pemaparan  mengenai  berbagai  lavaman  yang
disedigkan KALANDRA sebagai monitoring Desa Sadar Hukum dan
layanan Pos Bantuan Hukum, KALANDRA tidak hanya berfungsi sebagai
media informasi dalam platform layanan publik digital, tetapi jugn sebagm




representisi citra institusi pemerintah di ruang digital. Dalam hal ini, iden-
titas visual memegang peranan penting sebagai alal komunikasi vang mem-
bentuk persepsi. kepercayaan, dan pengennlan publik terhadap suatu
layanan. Sejalan dengan pendapal Usman (2025) identitas visual yang
dirancang secara profesional dan konsisten dapat memperkuat citra institusi
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sebelum mereka berinteraksi
lebih jauh dengan layanan yang ditswarkan.

Namun, identitas ¥isusl KALANDRA yang digunakan saat ini
masih menunjukkon sejumlah kelemahan. [dentitas visual tersebut belum
miﬁki@islm_ﬁmni'ﬁngkmsis&u dan belum Eapn;nhnfn MErepresen-
tasikan nilai mﬁim]ihs serta kredibilitas layanan hukum digital. Istam
(2019) menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan visual pada berbagai media
berpotensi menimbulkan kebingungan audiens dan menghambat proses
pembentukan brand ewareness di masyarakal.

Gambar |. 10 Logo KALANDRA

7 KALANDRA

‘Sumber: Aset KALANDRA, 2023.

Pada gambar .11 merupakon logo dari KALANDRA, logo
KALANDRA lama dinilsi belum mampu merepresentasikan karakter
layanan hukum yang profesional dan berwibawa. Secara konseptual, logo
tersebul belum dirancang melalui proses perancangan resmi ketika layvanan
diluncerkan, dibuat secara “asal jadi” sehingga sulit untuk dilegalkan karena
menggunakan remplate dan platform Canva. Dar sisi visual, penggunaan
tipografi membulat dan gaya ilustratif yang cendemng informal membuat
logo mmpak terlalu playvfief. Kombinasi skema warna ungu dan oranye yang
digunakan sebelumnya juge kurang memancarkan kesan stabilitas,



ketegasun, dan integritas hukum. Ketdakteraturan sistem visual,
penggunaan elemen desain yang kurang orisinal, serta ketiadaan pedoman
penggunaan identitas visual menjadi hambatan dalom bramding. Hal terse-
but menjadi sisi kelemahan dari logo vang digunskan sebelum difakukan
perancangan ulang.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, karya ini secara spesifik
akan memfokuskan pemnmngm.niﬂg-nnmk menghadirkan identitas visual
secara matang agar mm’ﬁﬁmml ai, visi. dan misi lembaga
secara tepat. Perancangan ulung ini tidak hanya bettwjuan menciptakan logo
baru yang mm mmhungun sistem 1dentitas visual vang kon-
sisten mel:luim Gruphic 'i':um’am*m ((35M) sebagai scuan

- penerapan identitas ¥isual. Dengan identifas visual yang kuat. profesional.
dan konsisten, KALANDRA diharapkan mampu meningkatkan #rand
awargness.  Menurat  Vildayanti  (2019)  broed awarenesy ﬁplnh
kemampuan sudiens atau calon audiens dalam mengmgat dan mengenali
suatu merek melalui elemen seperti logo, visual, slogan, serta kemudahan
nama merek, vang sekaligus berperan dalom.menciptakan nilai bagi
pengguna. Hal ini diperkuat oleh Nugroho dik. (2024) menumutnys kon-
sistensi visual merupakan faktor penting dalam membangun braed aware-

'mess, kareno visual yang konsisten nmmuchhkmﬁﬂkm Mgﬂnall dan

! WMM Iphﬂhemlnug

Pemilihan KALANDRA schagai m perancangan didasari oleh
adanya kesenjangan (gap) yang alunlﬁkmmwgensl fungsinya dengan
performa wsuain;l sast ini. Secara substansi, platform KALANDRA meru-
pakan salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Kanwil Kemenkum DIY dan
memiliki peran penting sebagai alat utama monitoring Desa Sadar Hukum
dan layanan Pos Bantuan Hokum di DIY, namun potensi besar im belum
optimal karena lemahnya aspek hranding yang menyebabkan masyarakat
tidak menyadan keberadasnnya. Keller dalam Istiglal & Islam (2024) men-
jeluskan bahwa identitas yang kuat, sudiens akan lebih mudah mengingat
merek atou produk, sehingga membangun frand owareness merupakan



aspek penting yang harus berjalan seiring dengan proses pengenalan merek.
Oleh karena itu, perancangan ulang identitas visual ini hadir bukan sekadar
untuk mempercantik tampilan, melainkan sebagai solusi strategis untuk
menjembatani fungsi hebat KALANDRA kepada masyarakat luas, schingga
keberlangsungan monitoring hukum di Yogyakarta dapat berjalan lebih
efektif melalui franding yang tepat,

menumbuhkan rass aman dalam mﬂnga.kses layanan bantuan
hukum digital secarm visual.
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